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ketentuan, masih diberi waktu
selama 60 hari untuk dikembalikan.
Hal ini berdasarkan rekomendasi
BPK RI yang ditindaklanjuti oleh
Bupati Donggala dalam bentuk surat
kepada KPU dan Panwaslu Donggala.

«Sekarang masih proses
pengembalian, dan sudah ada
pengembalian ke kas daerah,” ujar
Sekkab tanpa menyebut berapa nilai
yang sudah dikembalikan.

. Kata Aidil, temuan BPK ini, belum
masuk dalam rana TPTGR karena
masih dalam proses pengembalian ke
kas daerah. Jika waktu pengembalian
yang diberikan sesuai rekomendasi
BRK berakhir, maka akan

dimasukkan dalam rana MRLGR,
singkatnya.

Untuk diketahui, pada Rabu

(23/12/2015), BPK RI menyerahkan

laporan hasil pemeriksaan (LHP)
atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kabupaten
Donggala. Dengan demikian, batas
pengembalian dana yang jadi temuan
BPK RI tersebut adalah pada 23
Februari 2015.

- Dalam LHP tersebutjuga tercantum
kejanggalan pada empat item
pembiayaan pada Pilkada Donggala
9013 sebesar Rp1,338 miliar. Salah
satunya adalah penggunaan dana
hibah yang diterima oleh KPUD

Donggala, Panwaslu Donggala dan
Polres Donggala sebesar Rp512,51
juta. Sesuai hasil pemeriksaan BPK
RI Perwakilan Provinsi Sulteng atas
anggaran hibah Pemilukada 2013
menyebutkan bahwa penyaluran
dana hibah untuk Pemilukada oleh
Pemerintah Kabupaten Donggala,

penggunaannya dinilai terjadi

beberapa kelemahan antara lain,
kekurangan dan penyalahgunaan kas
belanja hibah Pemilukada sebesar
Rp512,51 juta.

Selain itu, pembayaran honor
pada KPU Kabupaten Donggala
tidak sesuai ketentuan sebesar
Rp162,10 juta, perjalanan dinas

pemilukada 2014 pada KPU dan
Panwaslu Kabupaten Donggala
&vmimummsnﬁmémvwwb dengan
bukti yang tidak sesuai ketentuan
sebesar Rp542,29 juta, serta
kontrak pengadaan jasa asuransi
penyelenggaraan Pemilukada 2013
pada KPU kabupaten Donggala
sebesar Rp121,10 juta tidak
dilaksanakan.

“Temuan itu termuat dalam LHP
yang baru saja kami serahkan,” kata
Kepala Subbagian Humas BPK RI
Sulteng, Dayu Sandra Tiurma Uly
seusai penyerahan LHP di aula BPK
RI Perwakilan Provinsi Sulteng,
Rabu (23/12/2014) lalu. HID




